


 

 

pemerintahan di bidang Agama. Sedangkan bagi pelamar dengan lulusan 

perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri 

dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga 

Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang 

dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah terkecuali bagi 

pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah 

disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 

9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang 

masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang 

mensyaratkan; 

10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; 

11. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau 

negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; 

12. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol nol); 

13. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi; 

14. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS 

atau CPPPK) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk 

Pegawai; 

15. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis pengadaan 

Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja dalam 1 (satu) periode tahun anggaran; dan 

16. Bersedia mengabdi minimal 10 (sepuluh) tahun di Pemerintah Kabupaten Kayong 

Utara. 

A. Pelamar Penyandang Disabilitas 

1) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang 

kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan; 

2) Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib 

menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; 

3) Pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan 

sebagai berikut: 

a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ 

puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan 

b. Menyampaikan Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari 

pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar. 

B. Persyaratan Pelamar Khusus dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) 

Bagi PPPK dalam penerimaan PNS Formasi Tahun 2024, diberi kesempatan 

dapat mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Formasi Tahun 2024, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka I (satu) 

PERSYARATAN UMUM; 

2. Memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 

pengangkatan sebagai PPPK; 

3. Telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) 

atau Pejabat yang berwenang (Pyb) sesuai Instansi tempat PPPK bertugas; 



 

 

4. Bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, persetujuan 

sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dapat diberikan kepada PPPK hanya 

untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; dan 

5. PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat menajukan 

Surat Persetujuan melalui BKPSDM Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 20 

s.d 23 Agustus 2024.  

C. Persyaratan Khusus Jabatan 

Untuk formasi Penata Pencarian dan Pertolongan Pemula dibutuhkan syarat 

wajib tambahan, dengan rincian : 

1. Surat keterangan sehat; dan 

2. Surat keterangan bukan penyandang disabilitas. 

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dibuat atau 

dikeluarkan oleh dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas.  

II. DESKRIPSI TUGAS JABATAN 

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024 sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia yang mengatur tentang masing-masing jabatan fungsional dan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: 

NO. JABATAN 
JENIS 

JABATAN 
TUGAS JABATAN 

1. Apoteker Ahli Pertama Fungsional 

Melaksanakan praktik kefarmasian yang 
meliputi penyusunan rencana praktik 
kefarmasian, pengelolaan sediaan 
farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, 
pelayanan farmasi klinik, sterilisasi 
sentral, pelayanan farmasi khusus, serta 
penerapan kajian farmakoekonomi dan 
uji klinik. 

2. 
Asisten Apoteker 
Terampil 

Fungsional 

Melaksanakan penyiapan pekerjaan 
kefarmasian yang meliputi penyiapan 
rencana kerja kefarmasian, penyiapan 
pengelolaan perbekalan farmasi, dan 
penyiapan pelayanan farmasi klinik. 

3. Bidan Ahli Pertama Fungsional 
Melakukan kegiatan kebidanan yang 
meliputi persiapan, pelaksanaan, dan 
pengelolaan pelayanan kebidanan. 

4. Bidan Terampil Fungsional 
Melakukan kegiatan kebidanan yang 
meliputi persiapan, pelaksanaan, dan 
pengelolaan pelayanan kebidanan. 

5. 

Dokter Ahli Pertama – 
Dokter Spesialis 
Obsetetri dan 
Ginekologi 

Fungsional 

Memberikan pelayanan kesehatan pada 
sarana pelayanan kesehatan yang 
meliputi promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat, serta membina 
peran serta masyarakat dalam rangka 
kemandirian di bidang kesehatan kepada 
masyarakat. 

6. Dokter Ahli Pertama – Fungsional Memberikan pelayanan kesehatan pada 



 

 

Dokter (Umum) sarana pelayanan kesehatan yang 
meliputi promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat, serta membina 
peran serta masyarakat dalam rangka 
kemandirian di bidang kesehatan kepada 
masyarakat. 

7. 
Dokter Gigi Ahli 
Pertama – Dokter 
(Umum) 

Fungsional 

Memberikan pelayanan kesehatan pada 
sarana pelayanan kesehatan yang 
meliputi promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat, serta membina 
peran serta masyarakat dalam rangka 
kemandirian di bidang kesehatan kepada 
masyarakat. 

8. 
Entomolog Kesehatan 
Terampil 

Fungsional 
Melakukan pengendalian vektor dan/atau 
binatang pembawa penyakit. 

9. 
Epidemologi 
Kesehatan Ahli 
Pertama 

Fungsional 
Melakukan kegiatan epidemiologi 
kesehatan. 

10. 
Epidemologi 
Kesehatan Terampil 

Fungsional 
Melakukan kegiatan epidemiologi 
kesehatan. 

11. 
Nutrisionis Ahli 
Pertama 

Fungsional 

Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, 
makanan dan dietetik yang meliputi 
pengamatan, penyusunan program, 
pelaksanaan, penilaian gizi bagi 
perorangan, kelompok di masyarakat dan 
di Rumah Sakit. 

12. Nutrisonis Terampil Fungsional 

Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, 
makanan dan dietetik yang meliputi 
pengamatan, penyusunan program, 
pelaksanaan, penilaian gizi bagi 
perorangan, kelompok di masyarakat dan 
Rumah Sakit maupun di institusi 
kesehatan lainnya. 

13. Perawat Ahli Pertama Fungsional 

Melakukan kegiatan Pelayanan 
Keperawatan yang meliputi asuhan 
keperawatan, dan pengelolaan 
keperawatan. 

14. Perawat Terampil Fungsional 

Melakukan kegiatan Pelayanan 
Keperawatan yang meliputi asuhan 
keperawatan, dan pengelolaan 
keperawatan. 

15. 
Perekam Medis 
Terampil 

Fungsional 

Melakukan kegiatan pelayanan rekam 
medis informasi kesehatan yang meliputi 
persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan 
dan evaluasi. 

16. 
Pranata Laboratorium 
Kesehatan Terampil 

Fungsional 

Melaksanakan tugas pelayanan 
laboratorium kesehatan meliputi bidang 
hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, 
imunoserologi, toksikologi, kimia 
lingkungan, patologi anatomi 
(histopatologi, sitopatologi, histokimia, 
imunopatologi, patologi molekular) biologi 
dan fisika. 

17. 
Teknisi Elektromedis 
Terampil 

Fungsional 
Melakukan kegiatan pelayanan 
pengelolaan alat elektromedik yang 



 

 

meliputi persiapan, pelaksanaan, dan 
pelaporan dan evaluasi. 

18. 
Tenaga Promosi 
Kesehatan dan Ilmu 
Perilaku Ahli Pertama 

Fungsional 

Melakukan pelayanan Promosi 
Kesehatan meliputi komunikasi, 
informasi, edukasi, pemberdayaan 
masyarakat, kemitraan, dan advokasi 
program kesehatan dengan 
menggunakan pendekatan ilmu perilaku. 

19. 
Tenaga Sanitasi 
Lingkungan Ahli 
Pertama 

Fungsional 

Melakukan pelayanan kesehatan 
lingkungan melalui upaya penyehatan 
media lingkungan; pengamanan limbah, 
sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, 
dan radiasi; pengendalian faktor risiko 
lingkungan vektor dan binatang 
pembawa penyakit; penyelenggaraan 
kesehatan lingkungan dalam keadaan 
tertentu; serta manajemen kesehatan 
lingkungan. 

20. 
Terapis Gigi dan Mulut 
Ahli Pertama 

Fungsional 

Melakukan kegiatan pelayanan asuhan 
kesehatan gigi dan mulut yang meliputi 
persiapan pelayanan, pelaksanaan 
pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 
mulut. 

21. 
Terapis Gigi dan Mulut 
Terampil 

Fungsional 

Melakukan kegiatan pelayanan asuhan 
kesehatan gigi dan mulut yang meliputi 
persiapan pelayanan, pelaksanaan 
pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 
mulut. 

22. 
Analis Kebijakan Ahli 
Pertama 

Fungsional 
Melaksanakan kajian dan analisis 
kebijakan. 

23. 
Analis Keuangan 
Pusat dan Daerah Ahli 
Pertama 

Fungsional 
Melakukan kegiatan analisis dibidang 
keuangan pusat dan daerah. 

24. 
Analis Pasar Hasil 
Pertanian Terampil 

Fungsional 

Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji 
kebijakan dan mengembangkan 
pelayanan dibidang analisis pasar hasil 
pertanian. 

25. 
Analis Sumber Daya 
Manusia Aparatur Ahli 
Pertama 

Fungsional 

Melakukan pengelolaan sistem SDM 
aparatur melalui kegiatan perumusan, 
analisis, evaluasi, pengembangan, 
asistensi. Konsultasi, dan penyusunan 
saran kebijakan dalam konteks 
kebutuhan serta kepentingan terbaik 
organisasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan praktik SDM 
professional mutakhir sesuai uraian 
kegiatan jenjang Ahli Pertama 

26. Arsiparis Terampil Fungsional 

Melaksanakan kegiatan pengelolaan 
arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, 
pembinaan kearsipan, dan pengolahan 
dan penyajian arsip menjadi informasi 
sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil 

27. 
Asisten Perpustakaan 
Terampil 

Fungsional 

Melaksanakan kegiatan di bidang 
Kepustakawanan yang meliputi 
Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan 
Perpustakaan, dan Pengembangan 
Sistem Kepustakawanan. 



 

 

28. Auditor Ahli Pertama Fungsional 

Melaksanakan pengawasan intern 
melalui kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan teknis, 
pengendalian danevaluasi sesuai uraian 
kegiatan jenjang Ahli Pertama. 

29. 
Manggala Informatika 
Ahli Pertama 

Fungsional 

Melaksanakan kegiatan penerapan 
Sistem Manajemen Keamanan Informasi 
sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli 
Pertama. 

30. 
Operator Layanan 
Kesehatan 

Pelaksana 
Melakukan kegiatan persiapan dukungan 
di bidang layanan kesehatan 

31. 

Penata Kelola 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Pelaksana 

Melaksanakan kegiatan yang berkaitan 
dengan proses pengubahan perilaku 
melalui penyampaian informasi, 
komunikasi, motivasi dan edukasi yang 
dilakukan secara terarah, terpadu, dan 
berkelanjutan dalam bentuk layanan 
yang diberikadn berdasarkan kebutuhan 
perempuan dan anak termasuk korban 
dan/atau keluarga korban 

32. 
Penata Kelola 
Pemerintahan 

Pelaksana 
Melaksanakan kegiatan pengelolaan di 
bidang pemerintahan di lingkungan 
instansi pemerintah 

33. 
Penata Kelola 
Penanaman Modal 
Ahli Pertama 

Fungsional 
Melaksanakan kegiatan Tata Kelola 
Penanaman Modal. 

34. 
Penata Kelola 
Perumahan Ahli 
Pertama 

Fungsional 
Melaksanakan kegiatan Penatakelolaan 
Perumahan. 

35. 
Penata Kelola Sistem 
dan Teknologi 
Informasi 

Pelaksana 

Melakukan kegiatan yang meliputi 
pengumpulan, pengklasifikasian, 
persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, 
pemantauan, pengendalian, 
pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan 
dan penelaahan untuk menyimpulkan 
dan menyusun rekomendasi di bidang 
sistem dan teknologi informasi 
berdasarkan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku agar pelaksanaan 
pekerjaan sesuai dengan program kerja 
yang telah disusun. 

36. 
Penata Laksana 
Barang Terampil 

Fungsional 
Melaksanakan kegiatan pengelolaan 
barang milik negara sesuai uraian 
kegiatan jenjang Terampil. 

37. 
Penata Perizinan Ahli 
Pertama 

Fungsional 
Melaksanakan Penataan Pelayanan 
Perizinan, Perizinan Berusaha, dan 
Nonperizinan. 

38. Penera Ahli Pertama Fungsional 

Melakukan peneraan yang meliputi 
pengelolaan instalasi uji dan peralatan 
atau perlengkapan standar tera/tera 
ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera 
ulang UTTP, pengujian UTTP, dan 
pengelolaan Cap Tanda Tera. 

39. 
Pengantar Kerja Ahli 
Pertama 

Fungsional 
Melakukan kegiatan pelayanan antar 
kerja. 

40. Pengawas Industri Pelaksana 
Melakukan kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan 



 

 

pengendalian di bidang usaha industry 
dan/atau usaha kawasan industry. 

41. 
Pengawas Lingkungan 
Hidup Ahli Pertama 

Fungsional 
Melaksanakan pengawasan dan/atau 
penegakan hukum lingkungan hidup. 

42. 

Pengawas 
Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Ahli Pertama 

Fungsional 

Melaksanakan kegiatan pengawasan 
atas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan konkuren yang meliputi 
reviu, monitoring, evaluasi, dan 
pemeriksaan. 

43. 
Pengelola 
Keprotokolan 

Pelaksana 
Melaksanakan kegiatan pengelolaan 
keprotokolan di lingkungan Instansi 
Pemerintah. 

44. 
Pengelola Layanan 
Kesehatan 

Pelaksana 
Melakukan kegiatan pengelolaan di 
bidang layanan kesehatan. 

45. 
Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa Ahli 
Pertama 

Fungsional 

Melaksanakan kegiatan perencanaan 
pengadaan barang/jasa pemerintah, 
pemilihan penyedia barang/jasa 
pemerintah, pengelolaan kontrak 
pengadaan barang/jasa pemerintah, dan 
pengelolaan pengadaan barang/jasa 
pemerintah secara swakelola 

46. 
Pengembang 
Kewirausahaan Ahli 
Pertama 

Fungsional 

Melaksanakan pengembangan 
kewirausahaan melalui kegiatan 
pemetaan data dan analisis usaha, 
konsultasi bisnis dan pendampingan, 
pengembangan teknologi informasi 
usaha dan inkubasi wirausaha, 
pengembangan pembiayaan wirausaha, 
dan pengembangan ekosistem bisnis 

47. 
Penggerak Swadaya 
Masyarakat Ahli 
Pertama 

Fungsional 

Melaksanakan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat melalui penggerakan 
keswadayaan masyarakat dalam rangka 
mencapai kemandirian dan 
berkelanjutan. 

48. 
Perencana Ahli 
Pertama 

Fungsional 

Menyiapkan, mengkaji, merumuskan 
kebijakan dan menyusun rencana 
pembangunan pada instansi pemerintah 
secara teratur dan sistematis, termasuk 
mengendalikan, memantau, dan 
mengevaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan. 

49. 
Pranata Hubungan 
Masyarakat Ahli 
Pertama 

Fungsional 

Menyusun program pelayanan informasi 
dan kehumasan. Merancang 
penyelenggaraan konferensi pers, 
seminar, lokakarya atau rapat kerja 
kehumasan. Merancang kegiatan 
teleconference. 

50. 
Pranata Komputer Ahli 
Pertama 

Fungsional 

Melaksanakan kegiatan teknologi 
informasi berbasis komputer yang 
meliputi tata kelola dan tata laksana 
teknologi informasi, infrastruktur 
teknologi informasi, serta sistem 
informasi dan multimedia sesuai uraian 
kegiatan jenjang Ahli Pertama 

51. 
Pranata Komputer 
Terampil 

Fungsional 
Melaksanakan kegiatan teknologi 
informasi berbasis komputer yang 
meliputi tata kelola dan tata laksana 



 

 

teknologi informasi, infrastruktur 
teknologi informasi, serta sistem 
informasi dan multimedia sesuai uraian 
kegiatan jenjang Terampil 

52. 
Pranata Pencarian 
dan Pertolongan 
Pemula 

Fungsional Melakukan Pencarian dan Pertolongan. 

53. 
Pranata Sumber Daya 
Manusia Aparatur 
Terampil 

Fungsional 

Melakukan pengelolaan sistem SDM 
aparatur melalui kegiatan perumusan, 
analisis, evaluasi, pengembangan, 
asistensi. Konsultasi, dan penyusunan 
saran kebijakan dalam konteks 
kebutuhan serta kepentingan terbaik 
organisasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan praktik SDM 
professional mutakhir sesuai uraian 
kegiatan jenjang Terampil 

54. 
Surveyor Pemetaan 
Terampil 

Fungsional 

Melaksanakan kegiatan 
penyelenggaraan informasi geospasial, 
pembinaan penyelenggaraan informasi 
geospasial, dan pembangunan 
infrastruktur informasi geospasial. 

III. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN 

Informasi terkait rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan Calon 

PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024 

adalah sebagai berikut: 

NO JABATAN 
RENTANG PENGHASILAN 

MINIMAL MAKSIMAL 

1. Apoteker Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,599,827  

2. Asisten Apoteker Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,283,367  

3. Bidan Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,574,827  

4. Bidan Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,283,367  

5. 
Dokter Ahli Pertama – Dokter Spesialis 
Obsetetri dan Ginekologi 

 Rp    2,903,600   Rp   14,314,122  

6. Dokter Ahli Pertama – Dokter (Umum)  Rp    2,903,600   Rp    8,118,245  

7. Dokter Gigi Ahli Pertama – Dokter (Umum)  Rp    2,903,600   Rp    8,118,245  

8. Entomolog Kesehatan Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,283,367  

9. Epidemologi Kesehatan Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,574,827  

10. Epidemologi Kesehatan Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,283,367  

11. Nutrisionis Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,574,827  

12. Nutrisonis Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,283,367  

13. Perawat Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,574,827  

14. Perawat Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,283,367  

15. Perekam Medis Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,283,367  



 

 

16. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,283,367  

17. Teknisi Elektromedis Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,283,367  

18. 
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 
Ahli Pertama 

 Rp    2,745,700   Rp    5,574,827  

19. Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,574,827  

20. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,574,827  

21. Terapis Gigi dan Mulut Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,283,367  

22. Analis Kebijakan Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

23. 
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli 
Pertama 

 Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

24. Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,862,522  

25. 
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli 
Pertama 

 Rp    2,745,700  Rp    5,996,045  

26. Arsiparis Terampil  Rp    2,485,900  Rp    4,922,522  

27. Asisten Perpustakaan Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,922,522  

28. Auditor Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,906,045  

29. Manggala Informatika Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

30. Operator Layanan Kesehatan  Rp    2,184,000   Rp    4,100,839  

31. 
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

 Rp    2,745,700   Rp    5,320,401  

32. Penata Kelola Pemerintahan  Rp    2,745,700   Rp    5,320,401  

33. 
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli 
Pertama 

 Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

34. Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

35. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi  Rp    2,745,700   Rp    5,320,401  

36. Penata Laksana Barang Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,922,522  

37. Penata Perizinan Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

38. Penera Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

39. Pengantar Kerja Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

40. Pengawas Industri  Rp    2,485,900   Rp    4,747,522  

41. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

42. 
Pengawas Penyelenggara Urusan 
Pemerintahan Daerah Ahli Pertama 

 Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

43. Pengelola Keprotokolan  Rp    2,485,900   Rp    4,747,522  

44. Pengelola Layanan Kesehatan  Rp    2,485,900   Rp    4,747,522  

45. 
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli 
Pertama 

 Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

46. Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  



 

 

47. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

48. Perencana Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

49. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

50. Pranata Komputer Ahli Pertama  Rp    2,745,700   Rp    5,996,045  

51. Pranata Komputer Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,922,522  

52. Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula  Rp    2,184,000   Rp    4,215,839  

53. 
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur 
Terampil 

 Rp    2,485,900   Rp    4,922,522  

54. Surveyor Pemetaan Terampil  Rp    2,485,900   Rp    4,922,522  

IV. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR 

Dokumen persyaratan diunggah pada akun SSCASN pelamar adalah scan asli 
berwarna (tidak hitam putih/grayscale) dan pelamar memastikan berkas yang 
diunggah dapat dibuka/file tidak rusak dan terbaca dengan jelas. Adapun berkas 
yang perlu diunggah antara lain : 

1. Pas foto terbaru berpakaian formal berlatar belakang merah; 

2. Scan/pindai Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan 
telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang belum memiliki e-KTP; 

3. Surat Pernyataan 5 Poin (Lampiran IV) diketik menggunakan huruf arial ukuran 
12 sesuai format, dan ditandatangani serta dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,-; 

4. Surat Pernyataan Bersedia Mengabdi Pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara 
Minimal 10 (sepuluh) Tahun (Lampiran V) diketik menggunakan huruf arial 
ukuran 12 sesuai format, ditandatangani serta dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,-; 

5. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Kayong Utara sesuai format pada 
Lampiran III, yang dapat dibuat dengan : 

a. Diketik menggunakan huruf arial ukuran 12 dan ditandatangani serta 
dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,-; atau 

b. Ditulis tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan 
ditandatangani serta dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,-; 

6. Scan/pindai Ijazah asli dari sekolah/perguruan tinggi sesuai dengan kualifikasi 
pendidikan jabatan yang dilamar; 

7. Scan/pindai Transkrip Nilai asli atau sebutan lain sesuai dengan kualifikasi 
pendidikan jabatan yang dilamar;  

8. Scan/pindai Sertifikat Akreditasi atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada 
Pangkalan Data  Pendidikan Tinggi/Pangkalan Data (database) Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (PDDIKTI/BAN-PT) dari Akreditasi Perguruan Tinggi 
dan/atau Program Studi pada saat kelulusan pelamar;  

9. Scan/pindai Asli Surat keterangan sehat dan Surat keterangan bukan penyandang 
disabilitas bagi pelamar yang melamar untuk formasi Penata Pencarian dan 
Pertolongan Pemula. 

10. bagi pelamar Penyandang Disabilitas wajib melampirkan : 

a. Scan/pindai Asli Surat keterangan dari dokter rumah sakit 
pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat 
kedisabilitasannya; dan  

b. video singkat (sesuai format pada https://sscasn.bkn.go.id) yang menunjukkan 
kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas. 

11. Scan/pindai Asli Surat persetujuan mengikuti seleksi PNS dari PPK atau Pyb 

untuk pelamar dari PPPK, untuk ungguh/upload dokumen surat persetujuan 

https://sscasn.bkn.go.id/


 

 

tersebut jika pada aplikasi SSCASN tidak ada menu upload surat persetujuan 

dapat digabungkan pada menu Surat Pernyataan Instansi bersama dengan 

dokumen Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah. 

V. TATA CARA PENDAFTARAN 

1. Pelamar wajib memiliki alamat e-mail yang aktif untuk mengikuti proses 

pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong 

Utara; 

2. Pelamar harus melakukan pendaftaran secara online di website Portal Sistem 

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) 2024 https://sscasn.bkn.go.id dan 

selanjutnya dapat mengisi dan mengunggah dokumen sesuai yang diminta; 

3. Untuk menjadi perhatian, SETIAP PELAMAR HARUS MEMBACA DENGAN 

CERMAT PETUNJUK PENDAFTARAN ONLINE dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Unggahan/upload dokumen harus sesuai pada Jenis Dokumen yang telah 

ditentukan, dengan hasil scan/pindai dokumen asli (berwarna) yang benar dan 

jelas, yakni ukuran proporsional/tidak miring/tidak terbalik/tidak gelap/tidak 

buram; 

b. segala bentuk salah unggah/unggah tertukar/berkas unggah tidak terbaca 

secara jelas dan/atau tidak sesuai spesifikasi/persyaratan dan/atau 

mengirimkan dokumen palsu, maka akan dinyatakan gugur atau dapat 

dinyatakan dokumen tidak terlampir; dan 

c. setelah selesai, pelamar dapat mencetak Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran 

SSCASN Tahun 2024 yang akan digunakan sebagai bukti telah 

menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCASN 2024. 

4. Semua informasi atau data yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran online  

harus diisi secara benar berdasarkan dokumen asli dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

5. Segala bentuk kesalahan sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) huruf b 

setelah pelamar melakukan klik selesai, data yang dikirim tidak dapat diperbaiki 

atau diubah dan merupakan tanggung jawab Pelamar; 

6. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi 

administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditentukan; 

7. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2024 dapat dilihat atau 

diunduh/didownload pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan http://bkpsdmkku.id. 

VI. TAHAPAN SELEKSI 

Pada seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 3 (tiga) tahap seleksi, 

yaitu : 

1. Seleksi Administrasi 

Dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan 

dokumen pelamaran. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan 

administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. 

Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi 

Kompetensi Dasar (SKD). 

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 

Seleksi yang dilakukan dalam rangka mengukur kemampuan dan karakteristik 

dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yangmenjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil.  

https://sscasn.bkn.go.id/
https://sscasn.bkn.go.id/
http://bkpsdmkku.id/


 

 

Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai passing grade 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi. 

Pelamar dinyatakan tidak lulus SKD apabila tidak memenuhi nilai ambang 

batas/passing grade. 

Pelamar yang telah diumumkan lulus SKD berhak mengikuti Seleksi Kompetensi 

Bidang (SKB) sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 

Seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa 

pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam 

suatu jabatan tertentu. 

Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi 

Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi 

formasi yang dibutuhkan pada jabatan. 

Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar 

dan Seleksi Kompetensi Bidang yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

VII. KETENTUAN SELEKSI 

1) Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024. 

2) Ketentuan Nilai Ambang Batas seleksi Kompetensi Dasar mengacu pada 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi 

Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024. 

3) Bagi Pelamar Formasi jabatan kesehatan dapat melihat Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk 

Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil 

Negara Tahun Anggaran 2024. 

4) Selain aturan di atas Pelamar Formasi jabatan kesehatan dapat melihat Surat 

Edararan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/570/2024 

tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam 

Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan 

Tahun 2024. 

Perhatian : setiap pelamar untuk memahami dan mempedomani ketentuan-

ketentuan di atas. 

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tidak bertanggung jawab atas pungutan 

atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia 

Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kayong Utara 

Formasi Tahun 2024. 

2. Peserta diharapkan tidak melayani tawaran dari orang/pihak manapun untuk 

mempermudah penerimaan sebagai CASN Tahun 2024; 

3. Peserta agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang 

menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan 

keharusan menyediakan sejumlah uang dan/atau dalam bentuk lain; 



 

 

4. Apabila dikemudian hari diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusan peserta 

karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku 

dan kelulusannya akan dinyatakan gugur/dibatalkan; 

5. Informasi resmi yang terkait dengan Pengadaan PNS Formasi Tahun 2024 hanya 

dapat dilihat dalam situs online https://sscasn.bkn.go.id dan http://bkpsdmkku.id; 

6. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu 

Keluarga Calon Pelamar ataupun terjadi perbedaan/kesalahan data 

kependudukan, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil sesuai dengan KTP pelamar;  

7. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pelamar memberikan keterangan/ data 

yang tidak benar, baik pada proses tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah 

diangkat menjadi ASN, maka Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berhak 

menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat 

sebagai ASN, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat 

keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke 

pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu; 

8. Seluruh tahapan seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Formasi Tahun 2024  TIDAK DIPUNGUT 

BIAYA apapun. 

IX. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI 

NO KEGIATAN TANGGAL 

1 Pengumuman Seleksi 
19 Agustus s.d 

02 September 2024 

2 Pendaftaran Seleksi 
20 Agustus s.d 

06 September 2024 

3 Seleksi Administrasi 
20 Agustus s.d 

13 September 2024 

4 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 14 s.d 17 September 2024 

5 
Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi 
Kompetensi Dasar (SKD) CPNS TA 2023 
Oleh Peserta 

18 s.d 28 September 2024 

6 Masa Sanggah 18 s.d 20 September 2024 

7 Jawab Sanggah 18 s.d 22 September 2024 

8 Pengumuman Pasca Masa Sanggah 21 s.d 27 September 2024 

9 Penarikan Data Final SKD CPNS 
29 September s.d 
01 Oktober 2024 

10 Penjadwalan SKD CPNS 02 s.d 08 Oktober 2024 

11 
Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan 
Tempat SKD CPNS 

09 s.d 15 Oktober 2024 

12 Pelaksanaan SKD CPNS 
16 Oktober s.d 14 
November 2024 

13 Pengolahan Nilai SKD CPNS 
23 Oktober s.d 

16 November 2024 

https://sscasn.bkn.go.id/
http://bkpsdmkku.id/



























